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PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan
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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah  tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”(Q.S. Al-Bagarah : 286)

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ini terdapat kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)
yang lain. Dan hanyan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”(Q.S.Al-
Insyirah :5-8)

“Jalani hidup ini layaknya air yang mengalir”

Dengan segala kerendahan hati,
Penulisan Hukum ini kupersembahkan

kepada:

Orang Tuaku Tersayang
Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.
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ABSTRAK

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
menyebutkan bahwa dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan,
ditunjuk Syahbandar di pelabuhan perikanan. Dijelaskan lebih lanjut, Syahbandar
di pelabuhan perikanan adalah Syahbandar yang ditempatkan secara khusus di
pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi
menjaga keselamatan pelayaran. Terdapat 16 (enam belas) tugas dan wewenang
Syahbandar di pelabuhan perikanan, dimana pelaksanaan di tiap pelabuhan
perikanan berbeda. Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 (sembilan) pelabuhan
perikanan, salah satunya berada di daerah Kabupaten Rembang, yaitu Pelabuhan
Perikanan Pantai Tasikagung.

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang
Syahbandar Pelabuhan Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan di Kabupaten Rembang, dan untuk mengetahui hambatan yang
dihadapi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta upaya
mengatasinya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian
yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan
data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi
kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang digunakan
untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi data sekunder. Metode yang digunakan
dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai
Tasikagung telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal yang
berkaitan dengan pelayanan administrasi dan penerbitan surat persetujuan berlayar
bagi kapal perikanan. Terdapat pula beberapa hambatan, yaitu: terkait standar
operasional prosedur, sumberdaya untuk melaksanakan tugas dan wewenang,
fasilitas yang ada, maupun yang berkenaan dengan nahkoda atau pemilik kapal
atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan yang datang di
Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung. Hambatan yang ada telah diatasi dengan
cara-cara tertentu, seperti: melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan
ketentuan pada tahun sebelumnya, dan memberikan sosialisasi kepada nahkoda
atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan yang
bersandar dan tiba di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

Kata Kunci: Tugas dan wewenang, Syahbandar, Pelabuhan Perikanan.
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